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PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
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fu[enimbarrg : a.

DEWAbI PERWAKILAI\I RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

bahwa dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015
pasal 65 ayat (1) huruf (d) Kepala Daerah menyusun dan
mengqjukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Penclapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama ;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b
perlu menetapkan Kepuiusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Ifubupaten Rembang .

l'rlengingat : L. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
FembentukAfr Daererh-Daefah Kra.buBaten Dalam

b.

c.



3' undang-undang Nomor 2r Tahun rggz tentang BeaPerolehan Hak Atas Tanah Oa" earrg";; sebagaimanatelah diubah dengan und"ang - undang Nomor 20 Tahun2000 rentang nea peior"ri"" n"r.:eiJ" Tanah danBangunan ;

4' Undang-undang Nomor 2g J"h:, lggg tentang
l-envelenggaraSl Nggara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolosi dan Nepotisme ;

t 
ffi-*iTU,dang 

Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan

6. Undang-Undang Nomor 1
Perbendaharaan Negara ;

Tahun 2OO4 tentang

7.

B.

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 1S Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan pengelolaan dan Tanggunda;;; KeuanganNegara;

undang-undang Nomor 25 Tahu n 2004 tentang SistemPerencanaan pembangunan Nasionat; 
- - '

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OA4 tentangPerimbangan Keuangan antara pemerintah pusat danPemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pqiak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 1,2 Tahun 2Oll tentangPembentukan peraturan perundang-Undangan 
;

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana terah diubah beberapfkali terakhir dengan undang-undang Nomor g rahun
?-015 tentang perubahan rcedua aias undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan oaeiah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6s rahun 2ool tentang
Pajak Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah i

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 2L Tahun zoor tentang perubahan

12.

13.

14.

15.



17. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 200s tentangStandar Akutansi pemerintah 
;

18. Peraturan pemerintah Nomor ss rahun 2005 tentangDe,na, perimbangan;

19. Peraturan pemerintah Nomor s6 Tahun i?005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah ;

24. Peraturan pemerintah Nomor sg Tahun 200s tentangPengelolaan Keuangan Daerah ;

2L. Peraturan pemerintah Nomor 6s rahun 200s tentangPedoman penyusunan dan penerapan stanoar eehyanai
Minimal ;

22" Peraturan pemerintah Nomor Tg Tahun 200s tentangPembinaan dan pengawasan penyelengg^. .iPemerintahan Daerah ;

23. Peraturan pemerintah Nomor g rahun zao6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah 

;

24. Peraturan pemerintah Nomor L Tahun
Perrgesahan, pengrrnclangan dan
Peraturan Perundang-Undangan ;

2OO7 tentang
Penyebarluasan

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2aor tentang
Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepadf
Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungawaban
Kepala Daerah, Kepada Dewan perwakilan nakyat oaerah,
dan Informasi Laporan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2olr tentang Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan RakJrat Daerah ;

27. Peraturah Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan peraturan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan perwakilan
Rakyat Daerah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2orl tentang
Pinjaman Daerah ;

29. Peraturan Pemerintah Nomor
Hibah Daerah;

2 Tahun 2OL2 tentang

30. Peraturan Daerah Kabupatt:n Rembang Nomor 13 Tahun
o^rlc, r^6r .c- T)^1-^r- T)^I-^1- l'r^--^r ^1 ^--- 17. --^ t



h{emperhatikan

Mer:etapkan :

PERTAMA :

KEDUA :

I{ETICA :

KtrElv{PAT :

Tertib Dewan perwakilan Ralryat Daerah KabupatenRembang sebagaimana terah Ji"ui* o.o;;"* kali terakhirdengan Peraturan Dewan perwakilan -H"ro*, 
DaerahKabupaten Rembang lvomor 1 Tahun idrc tentangPerubahan Ke{ua it"" --p"ietur*r, 

pcwan perwakilanRalqrat Daerah -I(abupaten n"*u""s Nomor I Tahun 2or4tentang Tata Tertih Bewan per*iltuitan -h"r*", 
DaerahKabupaten Rembang.

: 1' Laporan Bacian Anggaran D'RD Kabupaten Rembang
_ pada tanggal tZ tuti ZO|Z.
2' Pendapat F'raksi - fraksi Dewan per"wakilan RalcyatDaerah Kabupaten Rembang pada tanggal LT Juli20fi.
3. Pembicaraan - pembicaraan dalam Rapat paripurna

Dewan perwakilan Ralqyat naeiah KabupatenRembang.

MEMU?USKAN 
:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah KabupatenRembang tentang pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran penda-pa.tan aan -Eeraija 

uaera},. 1{abupatenRembang Tahul Anggaran ZAiO Ue*".ta lampiran_iampiranya untuk oitetipt<an menjadi peraturan Daerahsebagaimana terlampir.

|fglqytrtcan proses selanjutnya sebagaimana Dikturn
PERTAMA Keputusan ini keiada Bupati Rembang.

Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimanalaporan Badan Anggaran untuli ditindali l""d;.
Keputusan ini muiai beriaku pada tanggar ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1Z Juli 2AiT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


